BAB V

PENUTUP

Kesimpulan
1. Dalam kasus pertambahan hutang dan perpanjangan masa gadai
dalam satu periode di pegadaian syariah Cabang Serang lebih
dikenal dengan istilah top up dengan menggunakan akad rahn.
Artinya nasabah mengajukan gadai ulang pada barang yang
sama disaat masa gadai pertama belum diselesaikan. Pengajuan
top up ini akan diproses pihak pegadaian apabila nasabah
melunasi hutang gadai yang pertamanya. Namun apabila
nasabah tidak mampu melunasi sisa hutang gadai pertamanya
maka pengajuan ini akan tetap diproses dengan syarat
dilakukan pemotongan pada uang top up untuk melunasi sisa
hutang gadai pertama. Sehingga uang yang diterima nasabah
tidak penuh dengan nilai saat pengajuan top up. Apabila dalam
proses pelunasan mengalami wanprestasi dari waktu yang telah
ditentukan maka barang yang digadaikan akan dilelang oleh

pihak pegadaian.
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2. Pendapat ulama Hanafiyah, Muhamad, Hanabilah dan satu

pendapat dari Imam Syafi’1 dianggap paling kuat, karena sudah
jelas tidak membolehkan peraktik pertambahan hutang sebab
dapat dianggap akad rahn kedua, padahal borg atau barang
berkaitan dengan rahn pertama secara sempurna. Namun pada
praktiknya kasus pertambahan hutang dan perpanjangan masa
gadai dalam satu periode di pegadaian Syariah Cabang-Serang
adanya pemberlakuan sistem top up dimana praktik ini sudah
melanggar Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama

Indonesia No0.26/DSN-MUI/I11/2002 Tentang rahn Emas.

SARAN

1. Sosialisasi terhadap semua produk-produk perum Pegadaian

Syariah Cabang-Serang untuk lebih dikembangkan, sehingga
masyarakat lebih mengenal dan lebih paham produk mana yang
telah dipilih. Dan menjadi keunggulan anatar produk perum
Pegadaian Syariah dengan produk Pegadaian Konvensional.

Kepada para pemikir Islam diharapkan untuk lebih aktif dalam
memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan

pencerahan dan solusi dengan masyarakat.



